WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA SERANG
- NCMOR 24 TAHUN 2020

i TENTANG

PENYELENGGARAAN? PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang

Mengingat

1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALIKOTA SERANG,

a. baﬁwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk

merinperoleh pendidikan  sejak  usia  dini yang
beri{ualitas maka diperlukan Optimalisasi Kinerja,
Efellitifitas dan Efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia
Dinji sebagai upaya pembinaan pada Pendidikan Anak

USiEiL Dini yang menentukan pertumbuhan dan

perkembangan anak di kemudian hari;

. bahjwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan

tumbuh kembang anak secara optimal bagi anak usia
dinﬁ sangat penting, oleh sebab itu wajib Pendidikan
Anafk Usia Dini 1 (satu) Tahun sebelum memasuki

jenjjang Pendidikan Sekolah Dasar;

. bahi;wa dalam rangka peningkatan kualitas sumber

dayja manusia untuk mencapai tumbuh kembang yang
optiifmal, perlu peningkatan pemenuhan esensial
Penigembangan Anak Usia Dini yang Holistik-Integratif
secéra optimal agar dapat mencapai tumbuh kembang

anak sesuai dengan usianya;

. bahWa " berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu)
Tahpn Pra Sekolah Dasar;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang ..........



2. Unda%ng—Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Pendgidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indojnesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undr?:mg—Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pemioentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran
Negéra Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,
T am%baha_m Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
474éx

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pem%erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indénesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negéra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Ataé Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perr%lerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indbnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Neg;ara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Perfdanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan ........



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturah Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Stanédar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indofnesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Nega%ra Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telaﬂ diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemierintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedlgla atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tenténg Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Repli:,lblik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lemibaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

. Pera{turan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Stanfdar Pelayanan Minimal (SPM);

Peragturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Penéembangan Anak Usia Dini Holistik—lntegratif
(Lerﬂbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 146);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Taht%m 2017 Nomor 136); |

Perafturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 T ahun
2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang
Memiliki'Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh

Pemerintah Daerah,

Pereilturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

84 ;Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1279);

Peraglturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
137| Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Anak Usia dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
201?4 Nomor 1668);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan

Anak Usia dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20134 Nomor 1679);

' 16. Peraturan ............




Menetapkan

16. Pera
32

turan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

tahun 2017 tentang  Rincian Tugas Balai

Pengembangan Pendidikan Anak Usia DIni dan

Pendidikan = Masyarakat (Berita  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1496)

2

17. Peraturah Menteri Pendidikan dan Kebudayaén Nomor

44 Tahun 2019 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak,

Seko

ah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah

‘Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591)

2

18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah

Kota

Serang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 97);

19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik

Indonesia No 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis

Pelayanan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1

Pemerintah Daerah

. Daerah adalah Kota Serang.
2.

»)

adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

- yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikolta Serang.

4.Perangkat Daerah ad{alah unsur pembantu Walikota dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daefah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangian daerah.

. Dinas Pendidikan dan KEebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah

Perangkat Daerah yanggg yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang Pendidikan dan

bidang Kebudayaan.
6. Kepala ...........




10.

11.
| program pendidikan b

12.

13.

14.

.Kepala Dinas adalah

.Satuan PAUD adalah

. Taman Kanak-kanak

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Serang.

.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak
sejak lahir sampaijdengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan [perkembangan jasmani dan rohani agar anak
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar
Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD
Sejenis.

yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu

bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan
program pendidikan tf)agi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6
(enam) tahun dengan |prioritas usiad (lima) dan 6 (enam) tahun.

Taman Kanak-kanak [Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah
salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4
(empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usiad (lima)

dan 6 (enam) tahun.

Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu

bentuk satuan PAUD

dengan prioritas usia

jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan
agi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun

3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.

Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu
bentuk satuan PAUD|jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan
program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun
dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Satuan pendidikan anak Usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS
adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai
dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai
layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping,
guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh
pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses

hasil

pembimbingan, pengasuhah, dan perlindungan anak didik.

pembelajaran, dan | menilai

pembelajaran, serta melakukan

15. Tenaga

...........




15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Tenaga kependidikan

PAUD adalah pengawas/penilik, kepala Satuan

Pendidikan, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas

kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan

kenyamanan penyelenggaraan PAUD.

Pengawas Pendidikan

Agama Islam selanjutnya disebut Pengawas PAI

adalah Pengawas RA/ ’li‘K pada kantor Kementerian Agama Kota Serang.

Pengawas Taman

f{ana_k—Kanak adalah Pejabat/Fungional yang

mengawasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dalam wilayah kerja

tertentu (ditingkat kecamatan).

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat

Kecamatan.

Lembaga Kemasyarakatan atau

sebutan lain adalah lembaga yang

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra

lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Badan adalah

kesatuan, baik yang

usaha

perseroan lainnya, b

sekumpul

yang meliputi

orang dan/atau modal yang merupakan
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
perseroan

terbatas, perseroan komanditer,

adan usaha milik negara, atau badan usaha milik

daerah dengan nama dan bentuk apapun, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan badan

lainnya termasuk kon

Peserta didik

mengembangkan pot
pada jalur pendidikar
Kompetensi pendidik
dalam menjalankan d

Kurikulum adalah se

isi dan bahan pelaj

penyelenggaraan ke

pendidikan.
Sekolah Dasar yang
jenjang Pendidikan
Tahun Pra Sekolah D
Paket A setara SD

adalah

trak investasi kolektif dan bentuk usaha.

anggota masyarakat berusaha

yang
ensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia

1 anak usia dini.

adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik

lan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
perangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan,

aran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman

giatan pembelajaran untuk mencapail tujuan

selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk

Formal setelah Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu)

asar.

adalah satu bentuk jenjang pendidikan Non Formal

setelah Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.




Maksud ditetapkannya P

dalam Penyelenggaraan

Sekolah Dasar.

Tujuan Penyelenggaraan I

a. membantu meletakkar

kecerdasan, keterampi
pembentukan Karakts
menyesuaikan diri; da
. penyesuaian lingkung
agar Peserta Didik n
. jenjang yang lebih ting
penyelenggaraan Prog
Sekolah Dasar berfu
Lembaga PAUD secara

Penyelenggar:
Sekolah Dasar adalah

Tujuan

potensi baik psikis dan f
a. nilai Agama dan Moreg
b. fisik Motorik;
. kognitif;

C
d. bahasa;

a

sosial dan emosional;

[

seni.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

eraturan Walikota ini sebagai acuan atau pedoman

Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

PAUD pada satuan pendidikan, meliputi :

1 dasar PAUD kearah perkembangan, pertumbuhan
lan dan daya cipta.
er bangsa yang diperlukan Peserta Didik dalam
n

annya untuk pertumbuhan dan perkembangannya
nemiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan ke
gi.

ram Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra

ngsi memastikan terlayaninya usia 5-6 tahun di

optimal.

Pasal 4

aan PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan
membantu anak didik mengembangkan berbagai
isik yang meliputi :

1;

dan '




Pasal 5

Tujuan PAUD Holistik-Integratif pada satuan pendidikan :

a. mewujudkan anak Indé)nesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak
mulia; |

b. memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi
kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional
dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara
optimal sesuai kelompok umur;

c. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran,
perlakuan yang salah, (?ian eksploitasi di manapun anak berada;

d. menyelenggarakan pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras
antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah.

e. mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya Pendidikan

Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB I
STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 6

Strategi Penyelenggaraan PAUD mengacu pada :
a. kelembagaan pendidikan;
b. metode pengajaran; dan

c. kurikulum.

Pasal 7

Strategi Penyelenggaraan Program Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah

Dasar, perlu merujuk pada terwujudnya :

a. pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat pada siswa, guru, kepala
sekolah, orang tua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem

pendidikan, serta diarahkan pada penguatan prilaku yang mandiri dan

berkepribadian;



b. akses yang meluas, | merata dan berkeadilan dalam mengoptimalkan
capaian wajib minimal PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar yang
meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan,
khususnya bagi inasyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat
terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal;

C. pembelajaran yang bermutu berbasis bermain dengan meningkatkan mutu

- pendidikan  sesuai [lingkup standar nasional pendidikan, serta
memfokuskan pada | bermain anak yang menyenangkan dengan
permahaman akan keberagaman dan penguatan praktik baik dan inovasi;

d. pencapaian tingkat perkembangan anak dalam pembelajaran yang tetap

memfokuskan untuk pencapaian tingkat perkembangan anak dan dapat

terukur serta teranalisa secara nasional;
€. penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan
publik dengan memal«t;simalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek
pengelolaan kebijakan Iyang berbasis data dan bukti lapangan, membantu
penguatan  kapasitas| tata kelola pada pendidikan  di  daerah,
- mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat
nasional, mewujudkan birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien.
Pasal 8

Strategi PAUD Holistik-Integratif pada satuan pendidikan menerapkan :

a.Standar pelayanan minimal bidang PAUD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. Penyediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu)
satuan pendidikan yang|menyelenggarakan PAUD ; dan

c. Program wajib mengikuti PAUD 1 (satu) tahun pra pendidikan dasar bagi

anak usia dini.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 9

Sasaran Penyelenggaraan PAUD meliputi:
a. anak usia dini 0-6 tahun yang ada dan tersebar di seluruh daerah;
b. satuan PAUD, meliputi :

1. Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB);
2. Raudhatul Athfal (RA);

K

3. Kelompok .........




3. Kelompok Bermain (KB);
4. Tempat Penitipan Anak (TPA);
5. Satuan PAUD Sejenis s (SPS); dan

¢. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

d. Orang Tua dan Masyarakat;

€. Mitra dan Pemangku Kepentingan.

Pasal 10

Sasaran Penyelenggaraan Program Wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah

Dasar bagi pengembangan potensi anak secara optimal utamanya difokuskan

pada pembentukan karakter melalui -

a. Pengembangan karakter secara berkesinambungan dan berkelanjutan

dalam kegiatan sehari- han yang dilaksanakan di satuan/lembaga PAUD

maupun lingkungan keluarga,

. Pemenuhan kebutuhan? dan hak anak untuk tumbuh dan berkembang

melalui penerapan PAiUD Holistik Integratif dengan mengoptimalkan

potensi daerah, keanekaragaman hayati daerah dan pembinaan terpadu
lintas sektor;

. Pembelajaran  yang . menyenangkan  selaras dengan  tahapan

perkembangan, sosial, budaya dan kebutuhan anak;

. Penggunaan bahasa 1bu dalam proses berkomunikasi dalam pembelajaran

di satuan/lembaga PAUD maupun dalam lingkungan setempat;

. Pemenuhan standar PAUD disatuan/lembaga PAUD melalui dukungan

pendanaan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat dan dunia

usaha; dan

Pembentukan satuan PAUD percontohan disetiap kabupaten/kota dan

kecamatan minimal setiap jenis layanan satu satuan PAUD percontohan.

Pasal 11

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada satuan

pendidikan, meliputi :

a.

masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia

dini termasuk anak terlantar, anak berkebutuhan khusus;

. kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, Pendidik PAUD dan kader

masyarakat yang sejenis|

- penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;

d. perangkat .............




Penyelenggaraan PAUD di

a.

Penyelenggaraan PAUD E

. perguruan tinggi,

perangkat daerah terkait;

organisasi keagamaan;

media massa; dan

organisasi

profesi, organisasi kemasyarakatan dan

lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

PAUD melalui jalur

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan
Pasal 12
satuan pendidikan meliputi :

Pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

PAUD melalui jalur pendidikan formal

dalam bentuk TK, RA, dan BA

diselenggarakan oleh perorangan, yayasan, kemasyarakatan,

PAUD melalui jalur pendidikan nonformal dalam bentuk KB, TPA dan SPS,

yang diselenggarakan

Kemasyarakatan.

oleh SKB, Tim Penggerak PKK, perorangan, yayasan,

Pasal 13
ra SD 1 (satu} Tahun sebelum memasuki jenjang

Pendidikan Sekolah Dasar, meliputi :

a.

Penyelenggaraan Pengem}

a. penyelenggaran pelay

. peserta Didik PAUD p

- di Kecamatan, dan Kel

peserta Didik PAUD 1
tahun bebas memilih

layanan PAUD, hak da

(lima) tahun yang tidak
peserta didik anak bg

(satu) Tahun Pra SD adalah anak-anak usia 5 (lima)
bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan
n kebutuhan anak TK dan RA;

ada jalur pendidikan nonformal adalah anak usia 5
¢ terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal;
crkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD pada

jalur formal TK, RA, BA atau pada jalur pendidikan nonformal KB,TPA, dan

SPS;

gerakan percepatan Pr

masyarakat dengan

jejaring fasilitas pelaya

ogram Penuntasan wajib PAUD 1 (satu) tahun Pra SD

urahan.

Pasal 14

vangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi :
anan kesehatan dan gizi yakni pusat kesehatan
didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan

nan kesehatan;

b. penyelenggara




penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orangtua dan anggota

keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak

yakni Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya;

C. penyelenggara pelayanan’ pembangunan kesehatan bersumber daya
masyarakat  yakni Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) atau sebutan
lainnya; dan

d. penyelenggara pelayanan keagamaan dan kepercayaan seperti lembaga
keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu)
serta Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Keempat
Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan
Pasal 15
(1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal

sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling singkat 3

(tiga) jam perhari (3x 180 Menit) atau 5 (lima) kali pertemuan (24 jam)
perminggu (900 Menit/Minggu).
(2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Kelompok Bermain mengikuti Kalender

pendidikan paling sedikit dilaksanakan minimal 2 (dua) kali pertemuan

dalam 1 (satu) minggu
kali pertemuan (5x 180
(3) Jadwal dan waktu pen
anak dan orang tua.
(4) Jadwal dan waktu pe
dilaksanakan 2 (dua) ke
hasil kesepakatan masy
(5) Waktu penyelenggaraan
(6) Lama pendidikan PAUD
(dua) tahun dan PAU|

pendidikan sampai deng

PAUD diselenggarakan di

layak, aman dan nyaman b

(2x 180 menit) untuk usia 2-4 tahun dan 5 (lima)
menit) untuk usia 4-6 tahun.

yelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan

nyelenggaraan pos PAUD dan SPS paling sedikit

1 pertemuan dalam 1 (satu) minggu dan mengikuti

arakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore.

formal ditempuh selama 1 (satu) sampai dengan 2
D nonformal ditempuh sesuai dengan kalender

van anak berusia 6 ( enam ) tahun.

Bagian Kelima
Tempat Penyelenggaraan
Pasal 16
gedung atau tempat-tempat lainnya yang bersih,

agi tumbuh kembang anak.

..........




Peserta didik PAUD a
bebas memilih bentt
layanan PAUD, hak dal
Peserta didik PAUD p

BAB IV
PESERTA DIDIK
Pasal 17
dalah anak usia O (nol) sampai 6 (enam) tahun
1k layanan PAUD

sesual dengan keberadaan

n kebutuhan anak.

ada jalur pendidikan formal adalah anak usia 4

(empat) sampéi dengan 6 (enam) tahun pada TK, RA dan BA.

Peserta didik PAUD pa
(nol) sampai dengan 6
Peserta didik PAUD pa

(dua) sampai 6 (enam)

da jalur pendidikan nonformal adalah anak usia 0
( enam ) tahun pada TPA dan SPS.
da jalur pendidikan nonformal adalah anak usia 2 ‘

tahun pada KB.

Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.

Peserta didik usia 5 (li
lembaga PAUD.

Jumlah peserta didik

(sepuluh) anak.

ma) tahun ke atas wajib mendapatkan layanan di

Pasal 18

PAUD jalur pendidikan formal paling sedikit 10

Jumlah peserta didik PAUD jalur pendidikan non formal paling sedikit 10

(sepuluh) anak untuk berkelompok bermain (KB) dan satuan PAUD sejenis

(SPS), 4 (empat) anak untuk taman penitipan anak (TPA).

Penerimaan peserta didik PAUD dilakukan tanpa tes atau seleksi.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tenaga Pendidik
Pasal 19

(1) Pendidik PAUD jalur pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan

(2) Pendidik

(3) Pendidik pada

kompetensi sebagai te

naga pendidik sesuai dengan peraturan perundang—

undangan yang berlaku.

pada

memenuhi kualifikasi

PAUD

jalur  pendidikan  formal yang belum

dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat menjadi guru pendamping.

PAUD

jalur pendidikan nonformal terdiri diri

pendidik, pengasuh dan kader.

(4) Pendidik

..........




(4) Pendidik pada jalur |pendidikan formal dan Jalur pendidikan nonformal
diangkat oleh pemerintah dan penyelenggara PAUD.

(5) Kebutuhan pendidik| dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan
jumlah peserta didik.

(6) Pendidik dapat merangkap menjadi pengelola PAUD.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan
Pasal 20
Tenaga kependidikan PAUD jalur pendidikan formal, nonformal dan informal

terdiri dari pengawas/penilik, kepala PAUD, tenaga administrasi dan

pembantu umum.

BAB VI
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN
Bagian Kesatu
Kurikulum
Pasal 21
(1) Penyelengaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan
kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar

tingkat pencapaian perkembangan anak.

(2) Kurikulum pencapaian sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dapat
disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD.
(3) Kurikulum PAUD Dberisi muatan lokal budaya daerah dengan

memperhatikan potensi lingkungan.

Bagian Kedua

Strategi Pembelajaran

Pasal 22

(1) Strategi Pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan
yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.

(2) Metode pembelajaran| PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil
belajar sambil bermain|yang dapat menstimulasi tumbuh kembang peserta
didik baik fisik, biologis dan seluruh aspek kecerdasan dan dapat
dilakukan diluar maupun didalam ruangan.

(3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan metode model
pembelajaran area ataupun model sentra serta model pembelajaran yang

lain.
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(4) Teknik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap

pertumbuhan perkembangan peserta didik dan pelayanan kesehatan dan

gizi.

BAB VII

PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 23

Penyelenggaraan PAUD, Penyelenggaraan wajib PAUD 1 Tahun Pra

Sekolah Dasar dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif,

wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan
untuk menyelenggarakan  PAUD, dengan  status  bangunan
gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa; |

b. memiliki Peserta Didik;

c. memiliki tenaga Pendidik;

d. memiliki Tenaga Kependidikan;

e. memiliki Sarana Prasana;

f. tersedianya alat praga edukasi (APE) dan sarana belajar lainnya;

g. memiliki program pembelajaran/kurikulum; dan

h. Memiliki kemampuan pembiayaan.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan peraturan kepala dinas pendidikan.

BAB VIII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 24

Tugas dan Tanggung. Jawab yang perlu diperhatikan pada

Penuntasan Penyelenggaraan wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD, yaitu :

a. keberhasilan pemintasan 1 (satu) tahun pra SD adalah merupakan
tanggung jawab Peﬁerintahan Daerah;

b. tanggung jawab Pemepintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf a berupa pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja ditingkat
kota, kecamatan dém kelurahan;

c. tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b
terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat;

d.tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf ¢
mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membantu ............




. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun
yang belum memasuki PAUD;

. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas
secara berjenjang; dan

. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan

dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait.

(2) Tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

(1) Tugas danTanggung Jawab Pengembangan Anak Usia Dini Holistik

Integratif, meliputi :

a. penyelenggaraan

PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan

tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan masyarakat;

. pemerintah daerah mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling
sedikit 1(satu) Kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD;

. ketersediaan Layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf b
untuk pelaksanaan program wajib mengikuti Pendidikan Anak Usia
dini Pra Pendidikan Dasar 1 (satu) Tahun bagi anak usia dini,

. anak usia dini sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ yakni anak sejak
lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima)

sampai dengan 6 (enam) tahun;

(2) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada satuan pendidikan oleh

Pemerintah Pusat.

Pemerintah daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis dan berpedoman

kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan

BAB IX

ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 26

Pembiayaan PAUD d!apat bersumber dari :
a. Anggaran Pendapétan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah; -
b. Sumber-sumber a?‘tau bantuan lain yang sah; dan
c. biaya anak di safuan PAUD di sesuaikan dengan kebutuhan dengan

penyelenggaraan PAUD.

(2) Pemerintah .............




()

Pemerintah bertanggung jawab terhadap biaya anak yang tidak mampu.

Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggung jawabkan

secara baik

dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 27

Anggaran Pelaksanaan Penyelenggaraan wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra

SD bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan Bﬂelanja Daerah; dan

b. sumber bantuan lain yang sah sesuai ketentuan perundang- undangan.

Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD I1(satu) Tahun Pra SD

sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan

tetap memperhatikan

kemampuan keuangan daerah.

Pasal 28

Pembiayaan pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

pada satuan pendidikan bersumber dari :

a. Anggaran Pendapa:

dan Belanja Daeral

tan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan
h; dan

b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai

dengan ketentuan

Nama PAUD ditetapk:

Penetapan nama seb

permohonan izin pen)

Dinas pendidikan
sebagaimana dimaks
dipergunakan oléh pi
Dalam hal nama ya
berdiri sebelumnya,
nama PAUD.

Nomor induk lembag

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

ENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 29

an olc?h penyelenggara PAUD.

agaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam
yelenggara PAUD.

dapat meminta perubahan atau penggantian nama
ud pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah
hak lain didaerah.

ng diusulkan adalah cabang dari PAUD yang telah

nama diberi tambahan karakteristik angka setelah

2 PAUD ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 30

..........




Penyelenggaraan PAUD d

Penyelenggaraan

cap/stempel lembaga.

PAUD wajib memasang papan

Pasal 30

nama memiliki

Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan de

ngan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XI
PERIZINAN
Pasal 31
alam bentuk TK, KB, TPA dan SPS wajib memperoleh

izin dari Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu setelah memp

eroleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan.

Pasal 32

(1) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan

(2)

(1)

setelah memenuhi persyaratan.

Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa di

pungut biaya.

PAU

sebelum memperoleh

Penyelenggara

Penyelenggara PAUD

Pasal 33

D dapat melaksanakan kegiatan operasional

izin.

sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

wajib

mengajukan izin penyelenggaraan PAUD paling lama 6 (enam) bulan sejak

kegiatan operasional

PERUEL

Dalam hal terjadi ps
wajib melaporkan s
melampirkan:

a. salinan akta/surat

dilaksanakan.

BAB XII

SAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 34

crubahan kepemilikan badan penyelenggara PAUD,

ecara tertulis kepada Dinas Pendidikan dengan

dasar peralihan hak; dan

b. salinan akta/surat

dasar penyelenggaraan PAUD yang baru.

Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan

PAUD melaporkan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan.

Dalam hal terjadi

perubahan kepemilikan Badan, nama

dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib

mengajukan izin baru.

BAB XIII



EVALI

(1) Evaluasi peserta didik
perkembangan anak.
(2) Hasil penilaian pesert
pencapaian pertumbu
(3) Laporan hasil evalt
penyelenggara secara

kepada orang tua pese

Program penyelenggara
berjalan kepada Dinas
PNF.

Masyarakat dapat

dan pengelolaan P2
sumbangan pemikiran
Untuk  mendukung

penyelenggara dapat b

hasi

-Y

\UD melalui

BAB XIII

LUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 35

berdasarkan standar pencapaian pertumbuhan dan

a didik dituangkan dalam bentuk laporan tingkat

han dan perkembangan anak.

peserta didik disampaikan oleh lembaga

berkala setiap semester dan akhir tahun pendidikan

rta didik.

Pasal 36

PAUD melaporkan secara berkala setiap bulan

Pendidikan melalui Bidang Pembinaan PAUD dan

BAB X1V

ERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 37

berperan serta dalam proses penyelenggaraan

pemberdayaan potensi pendanaan,

dan tenaga.

penyelenggaraan  dan

pengelolaan  PAUD,

erbentuk forum musyawarah yang keanggotaannya

terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik dan unsur

masyarakat lain yang ;

Pl

Pengawas penyelengga

oleh Pengawas PAI.

N

A
~—

Pengawas penyelengga

w

A
~—

Pengawas penyelengga

~

—_—
—

pengawasannya dapat

Pengawas TK, Peng:

peduli PAUD.

BAB XV
CNGAWAS DAN PEMBINAAN
Pasal 38

raan pendidikan RA dan BA atau sejenis dilakukan

raan TK dilakukan oleh pengawas TK.

raan PAUD nonformal dilakukan oleh penilik PAUD.

awas  PAI,

dan Penilik dalam melaksanakan

melakukan koordinasi.

(5) Hasil




(5) Hasil pengawasan sel
pembinaan evaluasi

melalui Bidang Pembit

Pembinaan atas penyeler

berkoordinasi dengan pes

(1) Sanksi administratif
melaksanakan ketentu
(2) Sanksi administratif s
a.
b.

teguran lisan;

teguran secara ter
paling lama 1 (satu
pembekuan kegiat
penutupan kegiata

pencabutan izin oy

(1) Izin yang diperoleh p

Walikota ini dinyatakal
(2) Penyelenggaraan PAU

diatur dalam Peratur

diundangkannya Perat

bagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan

serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan

naan PAUD dan PNF.

Pasal 39
iggaran PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan

-angkat daerah yang terkait.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40
diberikan kepada penyelenggara PAUD yang tidak
1an dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34.

ebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

tulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu
1) bulan;

an operasional PAUD;

n operasional PAUD; dan

verasional PAUD.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41
enyelenggara PAUD sebelum berlakunya Peraturan
n masih berlaku. _
ID  wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana
an Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun sejak

uran Walikota ini.

Pasal 42

| |
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Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Diundangkan di Serang

pada tanggal 23 Juli 20
SEKRETARIS DAERAH

Tb. u&ﬂﬁt

BERITA DAERAH KOTA S

D

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Jyli 82/020
9)/ WALIKOTA SERANG,

"\SYAFRUDIN

2
OTA SERANG,

JS

ERANG TAHUN 2020 NOMOR 24




